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Pendahuluan

Dalam pemikiran (Max Weber), setiap aktivitas yang menuntut koordinasi yang ketat
terhadap kegiatan-kegiatan dari sejumlah besar orang dan melibatkan keahlian-keahlian
khusus, maka satu-satunya peluang yaitu dengan mengangkat atau menggunakan organisasi
birokratik. Alasan penting untuk mengembangkan organisai birokratik yaitu senantiasa
didasarkan hanya pada keunggulan teknis dibandingkan dengan bentuk organisasi lainnya.
Adapun orientasi yang dilakukan dalam suatu organisasi dalam membentuk suatu struktur,
fungsi, personalia organisasi birokrasi mampu diikuti oleh perubahan kultur organisasi
birokrasi dan perilaku manusia-manusia yang terlibat di dalamnya. Apabila perubahan ini
dapat terwujud, maka apa yang diharapkan dalam orientasi efektivitas pelayanan publik, akan
tercapai.

Keterkaitan sebuah organisasi dalam birokrasi memberikan suatu informasi pada
publik tentang bagaimana kebutuhan suatu organisasi dapat dibutuhkan sehingga, dapat
memperdaya tinggi pencarian informas

Pembahasan

Sistem informasi dan organisasi memiliki hubungan yang saling terkait satu sama
lain. Sistem informasi harus selalu disesuaikan dengan organisasi. Organisasi harus mampu
mengoptimalkan sistem informasi sehingga mendapatkan keuntungan dari teknologi-
teknologi yang ada. Interaksi antara teknologi informasi dan organisasi sanat dipengaruhi
oleh faktor mediasi, yaitu lingkungan, kultur, struktur, prosedur baku, proses bisnis, politik,
keputusan manajemen, dan peluang. Elemen yang digunakan untuk mengukur kemampuan
informasi adalah keterbukaan badan publik dalam memperluas informasi secara aktif yang
dibutuhkan oleh masyarakat baik yang diminta atau tidak. Ketersediaan situs web
pemerintah, formulir informasi, dan isi informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif,
memudahkan mendapatkan informasi yang benar, dengan biaya rendah, mudah dimengerti,
dan cara / prosedur sederhana (efisiensi), cepat mendownload / memperoleh informasi;
kenyamanan dalam mendapatkan / menyampaikan informasi atau berinteraksi dengan
goverment.

Budaya disebut suatu perangkat asumsi dasar dimana suatu anggota para kelompok
menemukan cara untuk memecahkan masalah pokok baik internal maupun eksternal.
Birokrasi, sebagaimana organisasi lain pengaruh lingkungan budaya, dalam aktivitasnya juga terlibat
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secara intensif melalui pola-pola interaksi yang terbentuk di dalamnya dengan sistem nilai dan budaya
lokal. Perilaku birokrasi bergandengan erat dengan pendekatan kultur, yang sekarang ini
dalam ilmu administrasi ataupun teori organisasi merupakan aliran mutakhir. Walaupun
pendekatan perilaku itu sendiri termasuk aliran neoklasik, akan tetapi aliran kultur
memandang bahwa suatu perilaku dapat dipahami melalui pemahaman kultur.

“Budaya birokrasi dapat digambarkan sebagai sebuah sistem atau seperangkat nilai
yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman
kehidupan  yang terinternalisasi ke  dalam  pikiran.  Seperangkat nilai  tersebut
diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap
anggota dari sebuah organisasi yang dinamakan birokrasi. Setiap aspek dalam kehidupan
organisasi birokrasi selalu bersinggungan dengan aspek budaya masyarakat setempat”(Agus
Dwiyanto 2002). Kapasitas pemerintah daerah dapat mencakup:

1) Kkesiapan birokrasi dalam memberikan akses terhadap informasi publik media secara online dan
mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur,

2) komitmen pengembangan e-government sebagai media informasi publik dan peningkatan
partisipasi masyarakat dan pembangunan infrastruktur, dan

3) kepemimpinan yang memiliki visi masa depan pelayanan publik.

Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi dari karyawan suatu
organisasi. Dengan aplikasi teknologi maka organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen,
dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer. Teknologi informasi berkaitan dengan
pelayanan, hal tersebut dikarenakan salah satu dimensi dari kualitas pelayanan adalah kecepatan
pelayanan (Parasuraman et al., 1988 dalam Mardjiono 2009), dimana dimensi tersebut dapat dikaitkan
dengan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi maka pelayanan yang diberikan,
khususnya pada organisasi jasa, akan semakin cepat dan akurat.

Penutup

Sistem kerja teknologi dalam pemerintahan dapat memeprmudah masyarakat memperoleh
suatu informasi tentang suatu organisasi, dengan menggunakan situs web, dan isi informasi yang lain.
Budaya birokrasi pemerintah merupakan harapan besar masyarakat, dengan penyebaran nila-nilai oleh
anggota birokrasi dan adanya organisasi yang memberikan dorongn kepada para pegawai
berkomitmen inti dari nilai-nilai yang ada (core values) sehingga perubahan Budaya
Birokrasi menuju kearah yang lebih baik.
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